Tata Cara Permohonan

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi publik ke badan
publik baik dengan cara datang langsung ke kantor badan publik maupun melalui
website badan publik yang menyediakan layanan E-PPID (layanan pengajuan
permohonan informasi publik secara online)

2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik dan melengkapi lampiran
yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonan diajukan

3. Pemohon informasi publik harus menyerahkan dokumen identitas diri yang masih
berlaku (KTP) dan menyebutkan subjek atau jenis informasi publik yang diminta
dan cara penyampaian informasi publik yang diinginkan. bila permohonan tidak
lengkap, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik berhak
meminta pemohon informasi publik untuk melengkapi permohonan

4. Permohonan dinyatakan diterima setelah seluruh data dinyatakan lengkap PPID
meregister permohonan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan
Informasi Publik Pemohon wajib menyimpan dengan baik tanda bukti tersebut

5. PPID memproses permintaan informasi publik tersebut dan memberi
pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan
Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
(Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik )

Sengketa Informasi Publik

Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau
Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan
Informasi Publik berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum Pasal 1 (3)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik)

Pemohon

Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi
Informasi ( Pasal 1 (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)

Termohon

Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, ATASAN PPID, atau
Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam PSI di
Komisi Informasi (Pasal 1 (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)



Prosedur Pengajuan Sidang Sengketa Informasi Publik :

Pertama pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, kedua
badan publik wajib merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon
informasi (kecuali informasi yang dikecualikan), ketiga badan publik memiliki waktu selama 10
hari kerja untuk merespon dan memberika informasi yang diminta oleh pemohon informas,
keempat jika dalam 10 hari kerja badan publik tidak merespon dan memberikan informasi
yang diminta pemohon bisa mengajukan keberatan kepada atasan badan publik.

e Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.

e Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan (Komisi Informasi Pusat atau Daerah)
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

e Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menyatakan bahwa :
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
e Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
e Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
Informasi Publik.
e Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan
Undang-Undang ini; dan/atau

3. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi
Publik disertai Alasan permintaan tersebut.

4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai denganketentuan Undang-Undang ini.

Jangka Waktu Permohonan Informasi

Permohonan informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya
permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk
memberi jawaban tertulis 1x7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta
termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Jadi 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja.



Pengajuan Keberatan

Pertama keberatan disampaikan kepada atasan badan publik, kedua atasan badan pubik
harus merespon atas keberatan dan memberikan informasi yang diminta selama 30 hari
kerja. Ketig jika selama 30 hari kerja tidak ada respon dari atasan badan publik maka
pemohon informasi bisa menggugat badan publik ke Komisi Informasi daerah (KID) tingkat
Provinsi atau ke Komisi Informasi Pusat (KIP) jika ditigkat provinsi belum terbentuk.

e Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa keberatan diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pengajuan Sengketa

Pertama pemohon informasi mengajukan sengketa ke Komisi informasi setalah 30 hari kerja
ketika atasa badan publik tidak merespon, kedua batas waktu pengajuan sengketa informasi
14 hari kerja setelah batas waktu 30 hari kerja setelah atasan badan publik tidak merespon
atas keberatan, ketiga 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi sengketa
informasi, sengketa informasi harus melakuka proses penyelesaian sengketa informasi,
keempat jika pengajuan sengketa melewati batas waktu 14 hari kerja maka komisi informasi
tidak wajib menerima permohonan sengketa informasi oleh pemohon.

e Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

1. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
2. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam
memberikan tanggapan tertulis.

Penyelesaian Sengketa

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

1. Pemohontidakpuasterhadaptanggapanataskeberatan yang
diberikanolehatasan PPID; atau

2. Pemohontidakmendapatkantanggapanataskeberatan yang
telahdiajukankepadaatasan PPID dalamjangkawaktu 30 (tigapuluh)
harikerjasejakkeberatanditerimaolehatasan PPID

Terhadap perkara ini, Pemohon telah mendapatkan jawaban atas permohonan informasi
yang diajukan namun Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan yang lengkap, dari 5
informasi yang diajukan hanya 2 yang dijawab tanpa penjelasan dan untuk 3 informasi tidak
ditanggapi.

Kewajiban Pemohon

Menyampaikan identitas dan tidak menyalahgunakan informasi yang diminta.



Kewajiban Badan Publik

Menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi.
Memberikan tanda terima permohonan dan keberatan atas pelayanan informasi.
Merespon permintaan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi
Memberikan informasi yang diminta (kecuali informasi yang dikecualikan)

Mediasi

Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik:

e Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi
pertama.

e Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang
1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.



